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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

J1. Jaksa Agung R.Socprapto No, 11 RT.01 RW.01 Kel. Flamboyan Baru. Kee. Padang Baral Padang

Kode Pos 25114 Telp (0751) 7052725 - 7054414 Fax (0751) 705951

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903/2¢8 IBSPTH-2023

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN

SUB KEGIATAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT
PADA UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

Moenimbang)

Mengingat

a,

bahwa dalam rangka mengawasi mutu benih dan/atau
bibit tanaman hutan yang beredar di wilayah Provinsi
Sumatera Barat, maka di dalam Daftar Pelaksanaan
Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD)
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun
Anggaran 2023 dialokasikan Sub Kegiatan Pengawasan
Peredaran Benih dan/atau Bibit;

bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan sub kegiatan
yang dimaksud pada huruf a, perlu disusun Kerangka
Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan Jadwal
Pelaksanaan Kegiatan; dan

bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam
pelaksanaan sub kegiatan pada huruf a dan b di atas,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman,

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015,

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang
Pembenihan Tanaman;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional;

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Memperhatikan :

Menetapkan :
KESATU

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/1/2020 tentang
Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13
Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat,
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun
2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat,

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun
2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun
2017,

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun
2022 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera
Barat Tahun Anggaran 2023,

Peraturan Gubemur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor
02/ED/GSB-2022 tentang Efisiensi dan Pengendalian
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat;

Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non

Cash).

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran
Benih dan/atau Bibit (3.28.03.1.09.05) tanggal 6 Januari

2023.

MEMUTUSKAN:

Melaksanakan Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih
dan/atau Bibit pada UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan
Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran 2023.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan
Jadwal Pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan
Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit pada UPTD
Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan
Nomor Sub Kegiatan 3.28.03.1.09.05.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : g Januar 2023

\ .
KEPALA DINAS,

IR

YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.

2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang..

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera

Barat di Padang.

4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

LI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
b DINAS KEHUTANAN
L ) JI. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 Rt.01 Rw. 01 Kel.Flamboyan
Baru, Kecamatan Padang Barat Kota Padang kode pos 25114

Telp (0751) 7052725 — 7054414

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINS| SUMATERA BARAT

Nomor : 903/ %A 7 vV BSlnq - 013

Tentang

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR TAHUN 2023

UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang @ a.

Mengingat

—

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi dan
operasional perkantoran pada UPTD BSPTH Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 perlu diwujudkan melalui
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor:

bahwa Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor yang dilaksanakan meliputi
kegiatan belanja alat listrik;

bahwa untuk tertib administrasi  pelaksanaan sub kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Unang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
‘Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun
Anggaran 2021,

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat,
Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash),

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Memperhatikan:

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat,

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023,

11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023,

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Nomor Rekening
3.28.01.1.06.01. tanggal 06 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2023,

Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata
Waktu Pelaksanaan kegiatan diatur lebih lanjut oleh Kuasa
Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.

Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2023,

Surat  keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan
penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG |
Pada Tanggal : 4 fwvmm 2023

bina Utama M.adya
NIP, 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumalera Barat

4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

TN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

MA 1) . DINAS KEHUTANAN
mmm JI. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 Rt.01 Rw. 01 Kel.Flamboyan

qw Baru, Kecamatan Padang Barat Kota Padang kode pos 25114
Telp (0751) 7052725 ~ 7054414

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : qag/ an [ BEIM - 2013
Tentang

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN /REHABILITASI GEDUNG KANTOR
DAN BANGUNAN LAINNYA TAHUN 2023
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengendalian aset Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dirasa perlu tgntuk
melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi GeD ,U"g
Kantor dan Bangunan Lainnya pada UPTD. BSPTH Dina
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023..

b. bahwa Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas! Gedung Kgar;to':
dan Bangunan Lainnya yang dilaksanakan meliputi kegiata
belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; :

c. bahwa untuk tertb administrasi pelaksanaan sub kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi  Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Unang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun
Anggaran 2021;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;

8. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash);

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Q

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

() E
v JI. Jaksa Agung R.Socprapto No. 11 RT.01 RW.01 Kel. Flamboyan Baru. Kec. Padang Barat Padang

Kode Pos 25114 Telp (0751) 7052725 - 7054414 Fax (0751) 7059511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 903/%5 /BSPTH-2023

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PENETAPAN PENGADAAN BENIH DAN PENGEDAR
BENIH DAN/ATAU BIBIT TERDAFTAR
PADA UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang ' a. bahwa dalam rangka memastikan ketersediaan benih

dan/atau bibit bermutu yang beredar di wilayah Provinsi
Sumatera Barat, maka di dalam Daftar Pelaksanaan
Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD)
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun
Anggaran 2023 dialokasikan untuk Sub Kegiatan
Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih
dan/atau Bibit Terdaftar,

b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan sub kegiatan
yang dimaksud pada huruf a, perlu disusun Kerangka
Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan Jadwal
Pelaksanaan Kegiatan; dan

¢. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam
pelaksanaan sub kegiatan pada huruf a dan b di atas,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman;
2, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang
Pembenihan Tanaman,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

213

228

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.3/MENLHK/SETJENKUM.1/1/2020 tentang
Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13
Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat,

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Gubermnur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun
2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun
2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun
2017,

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun
2022 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera
Barat Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor
02/ED/BSB-2022 tentang Efisiensi dan Pengendalian
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat;

Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non
Cash).

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Memperhatikan

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan
Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
(3.28.03.1.09.01) tanggal 6 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Melaksanakan Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih
dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar pada UPTD
Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan
Jadwal Pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan Penetapan
Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit
Terdaftar pada UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan
Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023 dengan Nomor Sub Kegiatan 3.28.03.1.09.01

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di . Padang
_PadaTanggal  : 5 Januari2023
KEPALA DINAS,

YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Barat di Padang.

4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Ef_}ﬁ? DINAS KEHUTANAN

JI. Jaksa Agung R. Soeprapto No.I1 RT.01 RW. 01 Kelurahan Falmboyan Baru
Kecamatan Padang Barat Kota Padang Kode Pos 25114 Telp (0751) 7052725

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINS| SUMATERA BARAT
Nomor : 903/272 /BSPTH-2023

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN
UNTUK REHABILITASI LAHAN
PADA UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
DINAS KEHUTANAN PROVINS|I SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan
Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran
2023 terdapat Sub Kegiatan Pengembangan
Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan;

b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan sub kegiatan
yang dimaksud pada huruf a, perlu disusun Kerangka
Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; dan

c. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam
pelaksanaan sub kegiatan pada huruf a dan b di atas,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman,

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang
Pembenihan Tanaman;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

Paraturan Presidan Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadanan Barang/Jasa Pemarintah,

Potaturan Prealden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Ragional,

Peraturan Mentari Dalam Nagerl Nomor 77 Tahun
2010 tentang Sistam Informasi Pamarintahan Daerah:
Paraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 90 Tahun
2019 tentang Kiasifikasi, Kodafikaai dan Nomenkiatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daarah;
Peraturan Menteri Dalam MNageri Momor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Taknis Pangalolaan Kauangan
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan,
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Kehutanan dan Reboisasi;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang
Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13
Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Barat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Bago Hasil Sumber Daya Alam
Kehutanan dan Reboisasi;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun
2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun
2022 tentang Standar Harga Satuan;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

Instruksl Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non
Cash).

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Mamperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Dokumen Palakeanaan Anggaran Satuan Karja Parangkat
Dasrah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinai Sumatara
Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Pangambangan
Perbenihan untuk Rehabiftasi Lahan (3 28.03 1 04 06)
tanggal 6 Januari 2023

MEMUTUSKAN:

Melaksanakan Sub Kegiatan Pengambangan Parbanihan
untuk Rehabilitasi Lahan pada UPTD Balai Sartifikasi dan
Perbenihan Tanaman Hutan Dinas  Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023,

Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan
Jadwal Pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pangguna
Anggaran (KPA) dan menjadi lampiran yang tidak tarpiaahkan
dari keputusan ini.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dkeluarkannya
keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan
Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan pada
UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan
Nomor Sub Kegiatan 3.28.03.1.04.06.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan

dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaik)
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . Padang
Pada Tangga o Januari 2023

LTS

[P

YOZARWARDI U.P, 8 Hi
Pembina Utanny, Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)

2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera

Barat.
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

E‘.’j JI. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 RL.O1 Rw. 01 Kel.Flamboyan
Baru, Kecamatan Padang Barat Kota Padang kode pos 25114

Telp (0751) 7052725 - 7054414

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 403 / €[ 7w Bt = 1023

Tentang

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR TAHUN 2023
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang Toa.

Mengingat N

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi dan
kelancaran pelaksanaan kegiatan pada UPTD BSPTH Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 perlu
diwujudkan melalui Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
Kantor;

bahwa Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang
dilaksanakan meliputi kegiatan belanja alat tulis kantor dan
belanja makanan/minuman rapat pelaksanaan kegiatan;

bahwa untuk tertib administrasi  pelaksanaan Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023 perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Unang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun
Anggaran 2021;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash),

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023,

11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Nomor Rekening : 3.28.01.1.06.04. tanggal 06 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tahun 2023.

Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata
Waktu Pelaksanaan  kegiatan diatur lebih lanjut oleh Kuasa
Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.

Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2023.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan
penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di :PADANG |
Pada Tanggal 9T Jmmm 2023

@}%\S

7 &

= > !/
&
YOZARWARDIU.P.S . Hut, M.Si
PembinaUfama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1, Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat

4, Arsip

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

TRy

2]

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

JI. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 Rt.01 Rw, 01 Kel.Flamboyan
Baru, Kecamatan Padang Barat Kota Padang kode pos 26114

Telp (0751) 7052725 — 7054414

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINS| SUMATERA BARAT
Nomor : 403 / 236 ¢ [ BCITH, '« 2029

entang

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN TAHUN 2023

UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

Mengingat

Loa.

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran pada UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2023 dirasa perlu untuk melaksanakan
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

bahwa kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
yang dilaksanakan meliputi kegiatan belanja Barang Cetakan
dan Penggandaan;

bahwa untuk tertib  administrasi pelaksanaan kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tahun 2023
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat,

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Unang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun
Anggaran 2021;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat,
Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash);

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

4. Perduran Cobermr Sumziera Bzrzt Nomor 102 Tahun 2017
terfzng Penbzban iz Perzisrzn Gubems Sumziez _-?»a.?t
Normer 75 Tztun 2077 tertang Pembentlcan Organsasi can
Teta Verz Un# Pelziksznz Tenis Dzerzh Dinas Kehutianan
Prodinsi Sumaterz Bzrzt

10. Perzturan Daerzh Provinsi Sumztera Barat Nomor 7 Tahun 2022
tentarg Anggaran Pendzpzian dzn Belanja Dasrzh Tahun
Frigaran 2023,

11. Perzturan Gubemur Sumzierz Barat Nomor 35 Tahun 2022
tertang Penjztarzn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

12. Peraturan Guoermnur Sumstera Barat Nomor 37 Tahun 2022
tertang Standar Harga Satuan;.

Dokumen Pelakeanaan Anggaran Sztuzn Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandazn Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun
2022 Nomor Rekening : 3.28.01.1.05.05 tanggal 05 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

- Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Tahun 2023 .

: Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pedoman Pelaksanaan, Rencana

Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) diatur lebih lanjut oleh Kuasa
Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

: Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023.

: Surat  keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan
ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG —
' Pada Tanggal g me,m 2

\\lf‘ P ‘Q. /

5 |
YOZARWARBFU.P, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Surnatera Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
3, Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat

4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

i PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

!HI W_ﬂi ’ DINAS KEHUTANAN
Koo JI. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 Rt.01 Rw. 01 Kel.Flamboyan

Baru, Kecamatan Padang Barat Kota Padang kode pos 25114
Telp (0751) 7052725 — 7054414

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 907 / 9?3 [ Bslrt .z ~ 2078
Tentang

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINS! SUMATERA BARAT

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi dan
penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada
UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun
2023 perlu diwujudkan melalui Sub Kegiatan Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

b. bahwa Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah yang dilaksanakan meliputi kegiatan belanja
bahan cetak, makanan dan minum rapat, belanja lembur dan
belanja perjalanan dinas;

c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan sub kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun
2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,; .

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 sebagaimana telak diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Unang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5679),

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

R Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun
Anggaran 2021;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;

8. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash);

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

9. Peraturan Gubemur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubermnur Sumatera Barat
Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023,

11. Peraturan Gubermnur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

12. Peraturan Gubemur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah Nomor Rekening : 3.28.01.1.01.01.
tanggal 05 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Melaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Tahun 2023.

Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata
Waktu Pelaksanaan  kegiatan diatur lebih lanjut oleh Kuasa
Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan
dan keputusan ini.

Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2023.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kckclirugn dan
penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 4 Jmmm 2623

KEPALA

Py

DINAS,

.'i\KEHUT‘:"ﬁ' N '19
YOZARWARDI U §.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.$6650406'199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Gubemur Sumatera Barat (sebagai laporan)

2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat

4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

J1 Jaksa Agung R Socprapto No 11 RT 01 RW 01 Kel Flamboyvan Bary Kee Palang Barat Padang

Kade Poe 28114 Telp (0781) 7082725 — TORAA18 Fax (0731) 708981
P

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903/} /IBSPTH-2023

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN

SUB KEGIATAN SERTIFIKASI MUTU BENIH
PADA UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang

Mengingat

a.

10.

bahwa dalam rangka memastikan kualitas mutu benih
yang beredar di wilayah Provinsi Sumatera Barat, maka
di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan
Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
dialokasikan untuk Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih;
bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan sub kegiatan
yang dimaksud pada huruf a, perlu disusun Kerangka
Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan Jadwal
Pelaksanaan Kegiatan; dan

bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam
pelaksanaan sub kegiatan pada huruf a dan b di atas,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang
Pembenihan Tanaman;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Memporhatikan

Meonotapkan
KESATU

KEDUA

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tontang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanann Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Poraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

13, Pornturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
Tenlang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.SIMENLHKISI_ETJENKUM.1/1/2020 tentang
Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13
Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Ssusunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun
2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun
2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun
2017,

19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun
2022 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera
Barat Tahun Anggaran 2023;

20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

21. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor
02/ED/BSB-2022 tentang Efisiensi dan Pengendalian
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat;

22. Instruksl Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non
Cash).

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih
(3.28.03.1.09.03) tanggal 6 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Melaksanakan Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih pada
UPTD Balal Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas
Kohutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023,

Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan
Jadwal Pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini,

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

KETIGA . Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya
kepulusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan Sertifikasi
Mutu Benih pada UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan
Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023 dengan Nomor Sub Kegiatan 3.28.03.1.09.03.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana

mestinya.
Ditetapkan di . Padang
PadaTanggal . : 9 Januari2023
/" KEPALA DINAS,
et

YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan:; disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.

2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Barat di Padang.

4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

)

PEMERINTAN PROVINSISUMATERA BARAT

A .
W ! - ,
=== DINAS KEHUTANAN
1 Jaksa Agung R Soeprapto No 11 RT 01 RW.01 Kel Flamboyan Bany Kee Padang Barat Padang
Kode Pos 28114 Telp (0781) 7082725 — 7054414 Fax (0751) 705951
KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903/2j0 /BSPTH-2023

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN

SUB KEGIATAN SERTIFIKASI MUTU BIBIT
PADA UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang

Mengingat

a.

10.

bahwa dalam rangka memastikan kualitas mutu bibit
yang beredar di wilayah Provinsi Sumatera Barat, maka
di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan
Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
dialokasikan untuk Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit;
bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan sub kegiatan
yang dimaksud pada huruf a, perlu disusun Kerangka
Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan Jadwal
Pelaksanaan Kegiatan; dan

bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam
pelaksanaan sub kegiatan pada huruf a dan b di atas,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang
Pembenihan Tanaman,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;,
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

14, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.3/IMENLHK/SETJENKUM.1/1/2020 tentang
Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;,

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13
Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat,

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun
2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun
2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun
2017;

19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun
2022 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera
Barat Tahun Anggaran 2023;

20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

21. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor
02/ED/BSB-2022 tentang Efisiensi dan Pengendalian
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat;

22. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non
Cash).

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit
(3.28.03.1.09.04) tanggal 6 Januan 2023.

MEMUTUSKAN:

Melaksanakan Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit pada UPTD
Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan
Jadwal Pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

KETIGA

KEEMPAT

Seqala biaya yang ditimbulkan  akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan Sertifikasi
Mutu Bibit pada UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan
Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023 dengan Nomor Sub Kegiatan 3.28.03.1.09.04

Keputusan ini berlaku secjak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkandi . : Padang
_Pada Tanggal-""7; 9 Januari 2023

YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.

2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Suma

Barat di Padang.

4. Arsip

tera

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

R PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

:23 DINAS KEHUTANAN

J1. Jaksa Agung R. Socprapto No.11 RT.01 RW, 01 Kelurahan Falmboyan Baru
Kecamatan Padang Barat Kota Padang Kode Pos 25114 Telp (0751) 7052725

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 903/*#! /BSPTH-2023

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN SERTIFIKASI SUMBER BENIH
PADA UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
DINAS KEHUTANAN PROVINS| SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Saluan
Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran
2023 terdapat Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih;

b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan sub kegiatan
yang dimaksud pada huruf a, perlu disusun Kerangka
Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; dan

c. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam
pelaksanaan sub kegiatan pada huruf a dan b di atas,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004,

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang
Pembenihan Tanaman;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan,
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Kehutanan dan Reboisasi;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang
Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13
Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Barat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Bago Hasil Sumber Daya Alam
Kehutanan dan Reboisasi;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun
2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun
2022 tentang Standar Harga Satuan;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non
Cash).

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih
(3.28.03.1.09.02) tanggal 6 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Melaksanakan Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih pada
UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan
Jadwal Pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan
Sertifikasi Sumber Benih pada UPTD Balai Sertifikasi dan
Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Nomor Sub Kegiatan
3.28.03.1.09.02,

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . Padang
Pada Tanggal . —..4 Januari 2023

. A »
) NN

NIP. 19699406=199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)

2, Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera

Barat,
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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